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1. Pembahasan

Pesatnya pertumbuhan penduduk merupakan akibat adanya urbanisasi, ini lah yang
kemudian menjadi satu alasan mengapa lingkungan kumuh marak diperkotaan, karena belum
adanya keseimbangan ekonomi pada penduduk yang berpindah dari desa kekota sehingga
memanfaatkan area sekitar sungai maupun di bawah jembatan dengan kata lain bahwa kondisi
lingkungan, kualitas dan kelayakan hunian serta sarana dan prasarana yang tidak memadahi, selain
faktor dari urbanisasi ada juga faktor dari laju penduduk asli kota tersebut. Kemudian karena hal
tersebut muncul persoalan tentang permukiman kumuh dimana permukiman tersebut tidak layak
huni karena ketidak teraturan pada bangunan, jumlah penduduk dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan syarat (Muta’ali & Nugroho, n.d.).

Penelitian sebelumnya yang berjudul Integrasi Algoritma Lacunarity Dan Analisis
Penajaman Citra Worldview 3 Untuk Penentuan Prioritas Dan Jenis Tindak Penanganan Kawasan
Kumuh (Kasus Di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya) oleh Kuncoro PW, dkk dengan
temuan pembentukan kawasan kumuh dibutuhkan pemahaman lebih dari masing-masing kawasan
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tersebut. Hal dikarenakan setiap permasalahan memiliki berbagai karakteristik. Penanganan dari
area permukiman kumuh tidak hanya melibatkan pemulihan fisik sarana/prasarana, tetapi juga
terkait dengan standar hidup, gaya hidup dan budaya masyarakat di daerah tersebut.

Menindak lanjuti adanya pemukiman kumuh tesebut maka disusun program Kota Tanpa
Kumuh atau KOTAKU oleh Dirjen Cipta Karya PUPR, maka Kota Surabaya menerapkan
program tersebut dengan didukung oleh SK Walikota No.118.45/143/436.1.2/2015 tentang
Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya yang di
terapkan di 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha. Setelah diterbitkanya SK Walikota pada tahun
2015, kemudian disusul dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pecegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Rumah Kumuh dan Pemukiman kumuh
untuk kemudian dijadikan sebagai rambu rambu pembenahan lingkungan yang yang masuk dalam
prioritas program KOTAKU. Dalam pelaksanaan program ini berada dibawah Organisasi
Perangkat Daerah-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata
Ruang (DPRKPCKTR) melalui Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (PIP)
untuk menjalankan program tersebut.

Implementasi menjadi hal yang dinamis karena dalam tahap ini kebijakan yang telah
ditetapkan akan dijalankan sesuai dengan tujuan awal, maka dapat dilihat bagaimana sinergi
seluruh pihak yang terlibat agar program KOTAKU selain itu dapat dilihat bagaimana proses
pelaksanaan program KOTAKU di Kota Surabaya karena dari data yang di keluarkan oleh
Kementrian PUPR yang tercantum di dalam Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020
perihal Capaian Yang Pengurangan Kumuh Kota Surabaya seluas 145,89 Ha berhasil ditekan
hingga 0,3 % pada tahun 2019. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai
implementasi program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam menganggapi
Program KOTAKU serta penerpan program KOTAKU di Surabaya dan juga keunggulan apa
yang ditawarkan dari adanya Program KOTAKU yang merupakan program dari Kementrian
PUPR.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan studi literatur. Dalam penelitian ini memakai metode mengumpulkan
data yang berasal dari sumber-sumber tertulis dalam mendukung penelitian implementasi program
kotaku di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian kepustakaan ini mengacu kepada bermacam teort,
hukum, atau gagasan untuk menganalisis dalam memecahkan pertanyaan peneliti yang
terumuskan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan filosofis yang mengacu pada
berbagai penyusunan dan penalaran suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang
tertentu, yang dimaksud adalah sudut pandang yang digunakan pada penelitian terdahulu.

Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisa data dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan analisis anotasi bibliography yang merupakan suatu kesimpulan
sederhana dari sebuah buku, artikel, jurnal, dan berbagai sumber tertulis lainnya Selain itu juga
menggunakan analisis metode reduksi data (daa reduction) mereduksi data ialah merangkum, data
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas lebih bisa dipahami dan juga
mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan dari data berikutnya jika masih diperlukan.
Selain itu juga menggunakan analisis.

3. Hasil dan Pembahasan
Kebijakan Progam Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Surabaya

Pertumbuhan dari penduduk terjadi secara pesat. Hal itu dikarenakan tingginya tingkat
urbanisasi yang berdampak pada ancaman bagi lingkungan dengan meluasnya pemukiman yang
menyebabkan timbul lingkungan kumuh yang ada di perkotaan. Hal ini terjadi di Kota Surabaya,
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permasalahan di Kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat banyak daerah
dengan kondisi lingkungan, kualitas dan juga kelayakan bangunan dari pada tempat tinggal rumah
dan fasilitas sarana juga prasarana yang kurang memadai. Diantara lain sarana yang kurang
memadai seperti jalanan, ketersediaan dari sanitasi lingkungan seperti mandi cuci kakus (MCK),
IPAL Komunal, sampah, dan juga yang terpenting sistem drainase lingkungan di daerah Kota
Surabaya yang perlu ditingkatkan.

Dasar yang harus kita ketahui yaitu melalui peraturan mengenai pencegahan dan juga
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan juga pemukiman kumuh yaitu pada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018.
Sebagaimana yang menjadi permasalahan pemukiman kumuh dapat kita temui penjelasan dari
penetapan Kota Surabaya dalam rangka penanganan lingkungan kumuh. Mengacu pada
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC 2016. Dijelaskan pada
peraturan tersebut bahwa Kota Surabaya termasuk dalam daerah dengan tujuan dari penerapan
progam Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang mana hal tersebut melalui National Sium Upgrading
Progam atau (NSUP) yang penerapan dari progam tersebut terdiri atas 8 kecamatan dan juga 12
desa atau kelurahan yang ada di Kota Surabaya.

Kota Surabaya terpilih sebagai salah satu prioritas dari progam Kotaku di dalam Provinsi
Jawa Timur yang sebagaimana sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur. Implementasi dari progam
Kotaku sendiri mencerminkan mengenai sebuah konsep pencegahan dan juga peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan juga permukiman kumuh di Kota Surabaya. Maka
muncul dua point yaitu pencegahan dan juga peningkatan atas kualitas. Keberadaan dari peraturan
Daerah Kota Surabaa Nomor 4 tahun 2018 yaitu pada Tanggal 12 September 2018 tentang
Pencegahan dan juga Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh yang mana memang menjadi upaya Bersama yang diharapkan dapat mempercepat proses
dari pembenahan Kawasan dan juga permukiman dari kota yang masih kumuh dan juga belum
tertata.

Langkah yang konkretnya yang sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang
(DPRKPCKTR) Kota Surabaya dengan menjalankan fungsi sebagai penggerak progam. Progam
Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sendiri dengan melalui satuan kerja Pengembangan Infrastruktur
Permukiman (PIP) Kota Surabaya sangat berkomitmen akan kemajuan daerah kumuh tersebut
agar menjadi daerah yang asri. Penanganan dari daerah kumuh di Kota Surabaya dilaksanakan
pada skala lingkungan, di daerah kelurahan dan desa, dengan melalui penanganan pada tujuh
indicator diantara nya seperti keteraturan bangunan, kondisi dari drainase, masalah sampah, air
layak minum, akses jalan, akses dari sanitasi, dan juga proteksi dari kebarakan. Penanganan dari
lingkungan kumuh dengan sinergi antar stakeholder tersebut diharapkan tidak hanya menuntaskan
daerah kumubh, tetapi juga dapat mengatasi parameter kumuh yang lainnya yang mana terjadi pada
lingkungan yang lain, sehingga dapat muncul perubahan pada wajah lingkungan tersebut. Semisal
secara indicator kumuh tersebut dapat menyelesaikan masalah pada akses jalan atau juga
permasalahan mengenai banjir.

Penerapan Program KOTAKU

Tujuan dari adanya Program Kota Tanpa Kumuh yang kemudian lebih akrab dengan
sebutan KOTAKU merupakan program dengan tujuan untuk peningkatan akses terhadap
infrastruktur dan juga pelayanan dasar di lingkungan pemukiman kumuh yang berda diperkotaan
serta mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya
pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif serta berkelanjutan dengan tetap melibatkan
masyarakat selain itu desa ataupun kelurahan yang masuk dalam program KOTAKU difasilitasi
dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta karang taruna yang ikut berpartisipasi aktif
dalam pelaksanaan program KOTAKU. Disisi lain masyarakatpun menyepakati untuk menaati
pertaturan bersama dan ada Kelompok Pemanfaatan dan pemeliharaan (KPP) untuk tetap
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menjaga lingkungan yang telah diperbaiki tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka upaya
yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1)

2)
3)

Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur pemukiman baik skala lingkungan ataupun
kawasan.
Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah.
Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (1/e/ihood) masyarakat.
Sedangkan dalam proses penanganan pemukiman kumuh dalam Program KOTAKU

didasarkan atas kualitas pemukiman itu sendiri yang kemudian didasarkan atas tiga pola
penanganan :

1

2)

3)

Pencegahan

Tindakan pencegahan lingkungan kumuh baru ini dilakukan dengan cara melakukan
pengawasan, pengendalian dan juga pemberdayaan masyarakat. Pengawasan itu sendiri
dilakukan sesuai dengan tahapan perizinan (misal; ketentuan perundang undangan ) sedangkan
untuk pemberdayaan dilakukan kepada pemangku kepentingan bidang perumahan dan
kawasan pemukiman kumuh melalui pendampingan dan juga layanan informasi

Peningkatan Kualitas

Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali
yang tentunya dilihat berdasarkan pengeloaan lingkungan dan juga dampak sossial yang
ditimbulkan dalam bebrapa berbedaan peningkatan tersebut.

Pengelolaan

Pengelolaan ini memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dati pemukiman
dan juga perumahan secara berkelanjutan, kemudian pengelolanyapun dilakukan oleh
masyarakat itu sendiri secara swadaya namun fasilitas yangdibutuhkan disediakan oleh
pemerintah baik dari segi pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan dari segi kapasitas
masyarakat guna melaksanakan pengelolaan tersebut serta pengelolaan tersebut pemerintah
daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan.

Sesuai dengan hal tersebut maka Kota Surabaya telah membagi kedalam skala prioritas

yang di muat dalam SK Walikota No.118.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas
Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya, sebagai berikut
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Sumber : SK Walikota No.118.45/143/436.1.2/2015

Dari ketiga tabel tersebut Pemerintah Kota Surabaya memetakan prioritas penanganan
dalam pelaksanakan Program Kotaku yang pada tahun 2019 berhasil ditekan hingga 0 persen dari
jumlah lahan yang masuk dalam program KOTAKU seluas 145,89 Ha karena Program Kotaku
merupakan penanganan pemukiman kumuh dengan mendukung gerakan 100-0-100 yaitu 100
persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu kawasan yang menjadi prioritas dari
Program KOTAKU yang ada dilaksanakan di Kota Surabaya tepatnya di daerah Kenjeran dengan
penataan kawasan, perbaikan sarana maupun prasarana dasar, perbaikan jalan lingkungan, saluran
air, perbaikan mandi cuci kakus (mck), persoalan terkait sampah dan pengamanan kebakaran
selain perbaikan secara fisik pemerintah juga memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait
pengelolaan ikan serta memberi bantuan berupa peralatan untuk para nelayan yang ada di
Kenjeran selain itu dana yang dipergunakan adalah hasil dari kerjasama dengan CSR untuk
perbaikan fasilitas.

Disisi lain dari adanya keberhasilan Program KOTAKU aspek anggaran menjadi
permasalahan meskipun telah dilakukan perkiraan anggaran untuk menjalankan Program Kotaku
di Kawasan Kenjeran yaitu melalui dana APBN yang berasal dari pusat dan juga APBD yang
berasal dari daerah dan yang telah ditentukan dari RPJM sehingga untuk mengatasi kelanjutan dari
Program KOTAKU diperlukan bantuan dari provinsi serta CSR. Kurangnya dana tersebut tidak
membuat program tersebut mandek melainkan dengan tetap melakukan pengembangan
masyarakat melalui UMKM yang bergerak pada pengelolaan hasil ikan laut dengan berpusat pada
Sentral Tkan Bulak (SIB) yang ada di Kenjeran. Selain itu pengembangan lain juga dilakukan
dikawasan pantai seperti adanya tempat wisata yaitu Kampung Pelangi dengan dipenuhinya sarana
prasarana yang di butuhkan serta rumah rumah warga yang di cat secara keseluruhan dengan
tujuan lain selain menangani lingkungan kumuh tetapi juga menjadi destinasi wisata yang di
harapkan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup yang layak untuk para nelayan.

Keunggulan Program KOTAKU

Program KOTAKU ini membawa perubahan diwilayah Kota Surabaya tentang
lingkungan, tidak hanya lingkungan saja melainkan masyarakat juga turut merasakan perubahan
dari adanya program ini. Selain itu program ini hadir sebagai suatu upaya pemerintah dalam
penanganan lingkungan kumuh yang terjadi di kota kota besar salah satunya adalah Surabaya,
dengan memanfaatkan sumber daya manusia, maksudnya adalah mengajak masyarakat untuk ikut
serta dalam pelaksanaan program akan membuat masyarakat bisa berpartisipasi dan nantinya
mampu mempertahankan ataupun terus memperbaiki fasilitas fasilitas yang telah dibuat maupun
diperbaiki, karena bagaimanpun juga masyarakat yang akan merasakan program yang telah dibuat
oleh pemerintah tersebut. Selain itu penyerapan kebijakan dari pemerintah pusat diserap dengan
baik oleh Pemerintah Kota Surabaya karena dengan konsistem menjalankan program ini hingga
program ini dinyatakan tuntas oleh Kementrian PUPR. Tentunya Pemerintah Kota Surabaya
menjalankan komunikasi dan komitmen dengan baik hingga program ini mampu diselesaikan
selain itu faktor lain yang mendasari adalah kepemimpinan serta sosialisasi yang terus di upayakan
agar masyarakat paham tentang program yang dijalankan dengan begitu maka setiap elemen yang
terkait dengan program ini paham dan mengurangi kesalah pahamn dalam penerimaan informasi.
Disisi lain setelah terlaksananya program ini adalah tidak ada lagi lingkungan kumuh baru di setiap
perkotaan yang ada di Indonesia sehingga pemerintah harus terus memantau setelah program itu
dilaksanakan agar tidak terbengkalai. Meskipun kurangnya dana masih menjadi persoalan dalam
hal ini tetapi perawatan dari fasilitas yang dibangun juga penting hal ini diperlukan agar fasilitas
tersebut tidak menjadi usang dan terbengkalai.
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4. Kesimpulan

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Surabaya merupakan upaya pemerintah dalam
menangani pertumbuhan pemukiman kumuh di perkotaan dengan tujuan untuk memperbaiki
fasilitas dasar sehingga masyarakat dapat mempergunakan hal tersebut sebagai penunjang serta
sebagai upaya pemerintah untuk pemberdayaan melalui UMKM agar mampu untuk menjaga
kestabilan perekonomian dari masyarakat yang masuk kedalam prioritas KOTAKU di Kota
Surabaya, namun disisi lain setiap program yang terlaksana perlu langkah lanjut yaitu
pembertahankan dengan cara tetap merawat seluruh fasilitas yang ada menjadi hal utama setelah
program ini rampung digrap oleh pemerintah Kota Surabaya serta memastikan bahwa pemukiman
kumuh baru tidak tumbuh dilingkungan perkotaan. Program ini juga merupakan upaya
pemerintah dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cara memperbaiki
lingkungan serta pelatthan UMKM meskipun setiap daerah berbeda dalam pelaksanaanya karena
disesuaikan dengan kebutuhan daerah ataupun lingkungan tersebut.
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